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A. Latar Belakang Masalah 
Organisasi/lembaga merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha 
mengalokasikan sumber daya manusia, secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. 
Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat 
dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Seiring dengan perkembangannya, 
semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang 
maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Demikian halnya dengan aparat 
pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu 
fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor 
kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 
Aparat pemerintah  yang dimaksud dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang secara garis besar bertugas secara langsung melayani masyarakat untuk 
pembangunan nasional. Pegawai negeri sipil adalah salah satu elemen yang 
memegang tanggung jawab dalam suatu organisasi, baik itu dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan penggerak sekaligus bertindak sebagai pengawas dalam 






Oleh karena itu organisasi pemerintahan memerlukan sumber daya. Sumber 
daya yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan dan 
tindakan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Sumber daya tersebut 
dapat berupa sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, 
sumber daya ilmu pengetahuan dan sumber daya teknologi. Diantara semua sumber 
daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya 
manusia merupakan sumber daya yang dipergunakan untuk menggerakkan dan 
mendayagunakan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.
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Kinerja dari suatu lembaga dapat dilihat terlebih dahulu dari tugas pokok dan 
tanggung jawab pegawai melalui aktivitas kerjanya. Aktivitas kerja merupakan 
kegiatan atau rutinitas kerja yang dilakukan karyawan, yang terdiri dari tugas dan 
tanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan uraian kerja yang ditetapkan. 
Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan 
dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang 
atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain 
tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang 
dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. 
Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena itu 
dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kinerja 
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dari pegawainya. Kinerja yang diungkapkan oleh beberapa pakar, diantaranya 
bahwa, “kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja 
yang diperhatikan oleh pagawai, kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan 
peralatan kantor”. Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
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Untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kinerja pegawai, dilakukan 
penilaian kinerja atau performance appraisal terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Maksud utama penilaian kinerja adalah mengkomunikasikan tujuan personal, 
memotivasi kinerja, baik memberikan umpan balik konstruktif, dan menetapkan 
tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif.
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Oleh sebab itu, penilaian kinerja pegawai harus diperhatikan untuk mencapai 
suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Sehingga aktivitas kinerja pegawai dapat 
diselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mengukur kinerja pegawai 
dibutuhkan suatu alat ukur penilaian kinerja dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pegawai demi mencapai tujuan suatu organisasi. 
Manajemen salah satu unsur terpenting dalam sumber daya manusia, dan 
manajemen juga sangat dibutuhkan dalam lembaga ataupun organisasi sebagai alat 
pengatur setiap lembaga baik itu lembaga sosial ataupun lembaga pemerintahan. 
Karena manajemen adalah unsur yang sangat penting  untuk mencapai tujuan dari 
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suatu lembaga. Oleh karena itu, memahami manajemen dan proses kerja yang 
berkaitan dengan seluruh aspek tentang manajemen merupakan hal yang mendasar 
bagi setiap lembaga, khususnya lembaga pemerintahan yang tujuan utamanya adalah  
untuk melayani masyarakat. 
Sehubungan dengan peran, fungsi, dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sangat menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan. Oleh sebab 
itu penilaian kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus benar-benar 
diperhatikan. Mengingat Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendi “Sekarang ini, 
jumlah PNS sudah mencapai 3,7 juta orang. 55 persen dari total pegawai negeri sipil 
berkinerja buruk. Para pekerja ini hanya mengambil gajinya tanpa berkontribusi 
berarti terhadap pekerjaannya”.4 
Beberapa tahun lalu Faisal Tamin, ketika itu juga menjabat Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg PAN), mengatakan, ”Hanya 60% PNS 
yang bekerja efektif dan selebihnya bisa dikatakan kurang produktif”. PNS divonis 
sebagai organisasi birokrasi yang paling tidak produktif, lamban, korup, dan inefisien 
(pemborosan). Menambah jam kerja adalah alternatif yang pernah diwacanakan 
untuk meningkatkan produktivitas para abdi negara ini. Memang bila dibandingkan 
dengan jam kerja di negara lain, jam kerja pegawai negeri di Indonesia termasuk 
masih rendah. Di Malaysia, pegawai bekerja 45 jam per minggu, Singapura 42 jam 
                                                            





per minggu. Di Thailand dan Korea, pegawai negeri bekerja 40 jam per minggu. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 ditetapkan “Masa kerja lima 
hari dan jam kerja 37,5 jam per minggu”. Namun pada kenyataannya, program lima 
hari kerja tersebut tidak berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan kepada publik 
dan mengangkat kinerja aparatur negara.
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada 
30 Maret 2017, mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juga mengatur 
tentang masalah pangkat dan jabatan. 
Menurut peraturan pemerintahan ini, pangkat merupakan kedudukan yang 
menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, 
dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar 
penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah 
yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi pegawai negeri sipil,” 
bunyi Pasal 46 ayat (2) peraturan pemerintahan tersebut. 
Disebutkan dalam peraturan pemerintahan ini, jabatan pegawai negeri sipil 
terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan 
Pimpinan Tinggi (JPT). 
                                                            







Nomenklatur Jabatan dan pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi utama dan 
jabatan pimpinan tinggi madya, menurut peraturan pemerintahan  ini,  ditetapkan 
oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan 
Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat jabatan pimpinan tinggi 
pratama, jabatan administratif, dan jabatan fungsional untuk masing-masing satuan 
organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah 
mendapat persetujuan Menteri. 
Pengisian Jabatan pelaksana, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli 
pertama, Jabatan fungsional keterampilan jenjang pemula, dan jabatan fungsional 
keterampilan jenjang terampil, menurut peraturan pemerintahan ini, dapat dilakukan 
melalui pengadaan pegawai negeri sipil. 
Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, jabatan 
fungsional keahlian jenjang ahli utama, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli 
madya, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli muda, jabatan fungsional 
keterampilan jenjang penyelia, jabatan fungsional keterampilan jenjang mahir, 
dan/atau jabatan pimpinan tinggi, menurut peraturan pemerintahan ini, dapat 
dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari pegawai negeri sipil yang tersedia, baik 
yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun pegawai negeri sipil yang 





Peraturan Pemerintahan ini menyebutkan, jenjang jabatan administrasi dari 
yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: a. Jabatan administrator;  b. 
Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksanaan. 
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator, menurut 
peraturan pemerintahan ini, adalah: a. Berstatus pegawai negeri sipil; b. Memiliki 
kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. 
Memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. Memiliki pengalaman pada Jabatan 
pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat 
dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. 
Setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 
terakhir; f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi 
sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi 
oleh tim penilai kinerja pegawai negeri sipil di instansinya;  dan g. Sehat jasmani dan 
rohani. 
“Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi pegawai negeri sipil 
yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan,” bunyi 
Pasal 54 ayat (2) peraturan pemerintahan tersebut. 
Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: 
a. Berstatus pegawai negeri sipil; b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan 
paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; c. Telah mengikuti dan 





terintegrasi; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Memiliki Kompetensi 
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan 
standar kompetensi yang ditetapkan; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 
Bagi pegawai negeri sipil yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, 
dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi 
Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari 
persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud. 
Namun pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud wajib memenuhi 
persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak 
diangkat dalam Jabatan. 
“Setiap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai 
kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan administrasi yang lowong,” 
bunyi Pasal 56 ayat (1) peraturan pemerintahan No. 11 Tahun 2017 itu. 
Menurut peraturan pemerintahan ini,  PNS diberhentikan dari Jabatan 
administrasi, apabila: a. Mengundurkan diri dari Jabatan; b. Diberhentikan sementara 
sebagai pegawai negeri sipil; c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d. 
Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. Ditugaskan secara penuh di luar 
Jabatan administrasi; atau f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan. 
 “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi 
Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh 





Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar sebagai birokrasi pemerintah 
merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kantor 
Lurah Tamangapa juga merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang 
dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Seksi (KASI), 
dan beberapa pegawai honor  bekerja dalam Kantor Lurah tersebut.  
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, kinerja pegawai di 
Kantor Lurah Tamangapa secara umum sudah baik, namun di satu sisi masih terdapat 
beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar kinerjanya dapat lebih 
ditingkatkan lagi. Masalah seperti kuantitas pegawai yang masih dinilai kurang untuk 
menunjang penyelesaian tugas dan tingkat kehadiran pegawai relatif kecil belum 
sepenuhnya optimal, Salah satu faktor penyebab terkait tentang pegawai masih 
menggunakan sistem absensi yang manual (absen yang ditanda tangani), Sebelum 
masuk kantor pegawai diharuskan menandatangani daftar hadir yang akan ditarik 
segera setelah jam masuk kantor lewat. Sistem ini memiliki kelemahan, yaitu adanya 
pegawai yang datang terlambat menitip tanda tangan kehadiran kepada teman yang 
sudah datang terlebih dahulu atau pegawai datang pagi hari untuk memenuhi daftar 
hadir kemudian meninggalkan kantor tanpa meminta izin terlebih dahulu dan 
kembali setelah menjelang kepulangan kantor. Secara administratif, disiplin pegawai 





yang tidak sesuai aturan ini akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan dan dapat 
menimbulkan kinerja yang tidak optimal. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Manajemen  Penilaian Kinerja dalam Aktivitas Kerja 
Pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar”. Untuk mengetahui 
manajemen penilaian kinerja dalam aktivitas kerja pegawai di kantor lurah tersebut 
berdasarkan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melayani 
masyarakat. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 
dari apa yang menjadi pokok permasalahan, maka dari itu peneliti difokuskan pada 
“Manajemen  Penilaian Kinerja dan Aktivitas Kerja Pegawai Kantor Lurah 
Tamangapa Kassi Kota Makassar”. 
2. Deskripsi Fokus 
Orientasi penelitian ini dibatasi pada manajemen penilaian kinerja dan 
aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar. 
a. Manajemen penilaian kinerja yaitu suatu proses kegiatan penilaian pegawai dalam 
pencapaian hasil kerjanya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 





b. Aktivitas kerja pegawai yaitu kegiatan atau rutinitas kerja yang dilakukan 
pegawai, yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan 
uraian kerja yang ditetapkan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen penilaian kinerja Kantor Lurah Tamangapa Kassi 
Kota Makassar? 
2. Bagaimana aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dari beberapa rujukan skripsi yang penulis jadikan perbandingan mempunyai 
referensi yang sangat kuat ditinjau dari segi penilaian kinerja terutama terkait dengan 
pendekatan manajemen penilaian kinerja. 
Skripsi Nurkolis dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Studi Pada Call Center PT. Telkomsel 
Medan). Berdasarkan hasil analisa data diperoleh bahwa pelaksanaan penilaian 
kinerja pada Call Center PT. Telkomsel Medan berada pada kategori sedang, begitu 





berada pada kategori sedang, hasil ini berdasarkan pada persentase jawaban 
responden. Adapun pengaruh antara pelaksanaan penilaian kinerja terhadap 
produktivitas kerja pegawai pada Call Center PT. Telkomsel Medan berdasarkan 
perhitungan rumus koefisien korelasi product moment yaitu sebesar 0,535 atau lebih 
besar dari r-tabel koefisien korelasi product moment dengan taraf signifikan (α) 5% 
untuk N = 50 yaitu sebesar 0,279. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan penilaian kinerja terhadap 
produktivitas kerja pegawai pada Call Center PT. Telkomsel Medan. Adapun 
beberapa kesamaan dari penulisan ini ialah sama-sama membahas tentang Penilaian 
Kinerja kerja pegawai sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini lebih mengarah 
membahas tentang pengaruh pelaksanaan penilaian kinerja terhadap produktivitas 
kerja pegawai dan metode penulisan yang digunakan kuantitatif.
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Skripsi Zulian Kukuh Prasetya dengan judul “Penilaian Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya”. Berdasarkan 
hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Kantor Kecamatan Tenggilis 
Mejoyo Kota Surabaya akan menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui DP3 
dalam proses kenaikan pangkat, pejabat penilai dalam menilai pegawai negeri sipil 
sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1979. Dari unsur penilaian rata-rata pegawai negeri 
sipil cukup memahami unsur-unsur penilaian. Unsur terakhir yaitu hasil penilaian 
rata-rata pegawai yang dinilai sudah baik dengan hasil penilaian. Kesamaan skripsi 
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ini yaitu mengenai metode penulisan. Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini lebih 
mengarah  membahas tentang Unsur Penilai (Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung 
Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, dan Kepemimpinan).
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Skripsi Brillian Rosy dengan judul “Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai 
Puskesmas Demangan  Kecamatan Taman Kota Madiun”. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 
Puskesmas Demangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja para 
pegawai Puskesmas Demangan, selain itu juga sebagai landasan dalam pengambilan 
keputusan pada bidang kepegawaian. Kepala Puskesmas Demangan mengupayakan 
penilaian kinerja pegawai dengan cara tersendiri, berbeda dengan penilaian yang 
digunakan puskesmas lain di Kota Madiun. Penilaian yang digunakan tidak mengacu 
pada penggunaan DP3 sebagai penilaian kinerja pegawai, namun memfokuskan pada 
unsur penilaian secara informal yang digunakan untuk penilaian kinerja yang 
biasanya hanya mencakup suatu lingkup instansi.  Berikut ini pelaksanaan penilaian 
kinerja: Penilaian diadakan setiap satu tahun sekali, tempat penilaian dilakukan di 
tempat pegawai melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Standart penilaian dibagi 
menjadi 3 tingkatan nilai yaitu: melampaui ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di 
bawah ekspektasi. Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari prestasi kerja, tanggung 
jawab, ketaatan, kejujuran dan kerja sama. Metode penilaian adalah metode 
checklist. 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 
                                                            
7 Zulian Kukuh Prasetya, Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan 






Puskesmas Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun: a) Penilaian kurang objektif, 
b) Kurang adanya komunikasi; 3) Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai: a) Melakukan pemeriksaan 
ulang hasil penilaian, b) Menciptakan komunikasi yang lebih baik tertentu. Skripsi 
ini memiliki kesamaan mengenai metode penulisan dan membahas tentang Penilaian 




Ketiga kajian pustaka di atas memiliki perbedaan dan persamaan pada judul 
skripsi ini, adapun perbedaan dan persamaannya yaitu submasalah, objek penelitian, 
dan metode penulisan yang digunakan. 
Tabel 1.1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 
No. Nama dan Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 
1. Skripsi Nurkolis dengan judul 
“Pengaruh Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai 













Metode penulisan yang 
digunakan kuantitatif. 
2. Skripsi Zulian Kukuh Prasetya 
dengan judul “Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
di Kantor Kecamatan Tenggilis 
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3. Skripsi Brillian Rosy dengan 
judul “Pelaksanaan Penilaian 
Kinerja Pegawai Puskesmas 










Lebih mengarah pada 
pelaksanaan penilaian 
kinerja. 
Sumber: Data Diolah Tahun 2017. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang di maksudkan adalah sebagai 
berikut:  
1. Tujuan penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 
untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 
a. Untuk mengetahui manajemen penilaian kinerja Kantor Lurah Tamangapa Kassi 
Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 







a. Secara Teoretis 
1) Bahwa diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman terkait 
tentang manajemen penilaian kinerja. Serta menambah pengetahuan tentang 
penilaian kinerja dalam perspektif Islam. 
2) Diharapkan mampu menambah indikator pencapaian hasil kerja pegawai 
secara efektif dan efisien. 
3) Menambah pengetahuan rutinitas kerja yang dilakukan pegawai dalam 
pencapaian tujuan lembaga. 
b. Secara Praktis 
1) Diharapkan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan terkait dengan 
penilaian kinerja dan aktivitas kerja pegawai. 
2) Membantu dalam menentukan penilaian kinerja di Kantor Lurah Tamangapa 
Kassi Kota Makassar. 
3) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan 
dan penilaian kinerja terhadap jurusan terutama universitas dalam hal ini 





A. Tinjauan Tentang Manajemen Penilaian Kinerja 
1. Pengertian Manajemen 
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 
manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan 
yang diinginkan, sehingga manajemen harus melakukan fungsi-fungsinya melalui 
urutan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), pengarahan (derecting), dan pengendalian (controlling).
1
 Sementara 
manajemen secara istilah adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu. 
Selain itu, pendapat Stephen P. Robbins dan Mary Coulter mengemukakan 
bahwa, Manajemen adalah koordinasi dan pengawasan aktivitas pekerjaan orang lain 
sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara efisien dan efektif.
2
 Jadi maksud dari 
pengertian diatas bahwa manajemen tersebut adalah suatu aktivitas yang dikerjakan 
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oleh sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan yang 
sudah ditentukan 
2. Pengertian Penilaian Kinerja 
Untuk melihat perkembangan perusahaan atau organisasi adalah dengan cara 
melihat hasil penilaian kinerja. Adapun pengertian penilaian kinerja dari para Ahli 
yaitu: 
Hariandja, penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai 
kinerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah 
untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan 
kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi dan secara khusus 
dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai seperti 
untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan dan lain-lain.
3
 
Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Penilaian kinerja adalah “suatu 
kegiatan yang dilakukan manajemen/penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga 
kerja dengan cara membandingkan kinerja dengan kinerja atas uraian/deskripsi 
pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun”.4 
Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono, penilaian kinerja adalah “Suatu 
proses penilaian formal atas hasil kerja seseorang yang dilakukan oleh seorang 
penilai, hasil penilaian harus disampaikan direksi, atasannya dan kepada karyawan 
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bersangkutan lalu dimasukkan dalam file dokumen kepegawaian karyawan 
bersangkutan”.5 
Secara umum dapat didefinisikan bahwa penilaian kinerja tersebut adalah 
sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang 
dihasilkan oleh setiap karyawan. Penilaian kinerja pegawai mutlak harus dilakukan 
untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan. Apakah prestasi yang 
dicapai setiap pegawai baik, sedang, kurang. Penilaian prestasi penting bagi setiap 
karyawan dan berguna bagi organisasi untuk mengambil keputusan dan menetapkan 
tindakan kebijaksanaan selanjutnya. 
Dengan demikian, Penilaian Kinerja (performance appraisal), pada dasarnya 
merupakan proses yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi job performance. 
Jika dikerjakan dengan benar, hal ini akan memberikan manfaat yang penting bagi 
pegawai yang dinilai, penilai, dan departemen kepegawaian, serta organisasi. Setiap 
atasan dalam suatu departemen harus menilai kinerja pegawai yang berada 
dibawahnya untuk mendapatkan suatu gambaran hasil kerja nyata pegawai sehingga 
dari hasil penilaian kinerja, dapat ditentukan pembinaan, tindakan administratif dan 
keputusan-keputusan yang akan diambil berikutnya. 
Adapun pengertian Penilaian Kinerja pegawai berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian prestasi 
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kerja pegawai negeri sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian 
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai 
dan perilaku kerja PNS.
6
 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dan juga Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa penilaian 
prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk 
mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga 
untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih 
baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 
promosi jabatan dan penentuan imbalan.  
3. Tujuan Penilaian Kinerja 
 Mutiara S. Panggabean mengemukakan tujuan penilaian kinerja atau 
penilaian prestasi kerja dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajer Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang lain, seperti perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), 
penarikan dan seleksi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), perencanaan 
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7 Mutiara S. Panggabean. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 






Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011, Penilaian prestasi kerja PNS 




d. Partisipatif; dan 
e. Transparan. 
Adapun menurut Faustino Cardoso Gomes, tujuan penilaian kinerja secara 
umum dibedakan atas dua macam, yaitu: 
1) Untuk mereward performansi sebelumnya (to reward past performance). 
2) Untuk memotivasikan perbaikan performansi pada waktu yang akan datang 
(to motivate future performance improvement).
8
 
Hariandja berpendapat arti pentingnya penilaian prestasi kerja secara lebih 
rinci dikemukakan sebagai berikut : 
1) Perbaikan hasil kerja memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 
mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui 
umpan balik yang diberikan perusahaan. 
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2) Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi 
pegawai sehingga dapat memotivasi mereka.  
3) Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan pegawai 
sesuai dengan keahliannya.  
4) Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui 
kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program 
pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. 
5) Perencanaan karir, yaitu perusahaan dapat memberikan bantuan perncanaan 
karir bagi pegawai dan menyelaraskan dengan kepentingan organisasi. 
6) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu hasil 
kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan 
sehingga dapat dilakukan dengan baik. 
7) Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu 
kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya dalam perencanaan jabatan. 
8) Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu 
dengan dilakukannya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan perlakuan 
yang adil bagi pegawai.
9
 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja 
antara lain: 
                                                            






1) Sebagai sumber data untuk perencanaan ketenaga kerjaan dan kegiatan 
pengembangan bagi instansi yang bersangkutan. 
2) Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang 
ketenaga kerjaan, misalnya: promosi, mutasi, penentuan tinggi rendahnya 
kompensasi, maupun kegiatan ketenaga kerjaan lainnya. 
3) Untuk mereward performansi sebelumnya dengan memberikan nasihat 
kepada para tenaga kerja dalam instansi. 
4) Sebagai alat untuk memberikan umpan balik (feedback) yang mendorong ke 
arah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas 
dan motivasi kerja yang akan datang. 
4. Manfaat Penilaian Kinerja 
Menurut Sjafri Mangkuprawira. Tb, manfaat penilaian kinerja ditinjau dari 
beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumber daya 
manusia, yaitu sebagai berikut: 
a. Perbaikan Kinerja. 
Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personal 
dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. 
b. Keputusan Penempatan. 
Promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja masa 






c. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan. 
Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan 
kembali. Setiap karyawan hendaknya selalu mampu mengembangkan diri. 
d. Ketidak akuratan Informasi. 
Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam informasi analisis 
pekerjaan, rencana Sumber Daya Manusia (SDM), atau hal lain dari sistem 
manajemen personal. Hal demikian akan mengarah pada ketidak tepatan dalam 
keputusan menyewa karyawan, pelatihan, dan keputusan konseling.
10
 
e. Kesalahan Rancangan Pekerjaan. 
Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari rancangan pekerjaan yang 
keliru. Lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut. 
f. Kesempatan Kerja yang Sama. 
Penilaian kinerja yang akurat yang secara aktual menghitung kaitannya dengan 
kinerja dapat menjamin bahwa keputusan penempatan internal bukanlah sesuatu 
yang bersifat diskriminasi. 
g. Umpan Balik pada Sumber Daya Manusia (SDM). 
Kinerja yang baik dan buruk di seluruh organisasi mengindikasikan bagaimana 
baiknya fungsi departemen Sumber Daya Manusia (SDM) diterapkan.
11
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Sedangkan Soekidjo Notoatmodjo, mengemukakan bahwa ada tujuh manfaat 
penilaian kinerja yaitu: 
1) Peningkatan prestasi kerja 
2) Kesempatan kerja yang adil 
3) Kebutuhan-kebutuhan pelatihan pengembangan 
4) Penyesuaian kompensasi 
5) Keputusan-keputusan promosi dan demosi 
6) Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 
7) Penyimpangan-penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi.12 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 
penilaian kinerja antara lain: 
1) Manfaat bagi karyawan yang dinilai 
Penilaian kinerja bermanfaat sebagai umpan balik tentang berbagai hal 
seperti: kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi karyawan yang pada 
akhirnya bermanfaat untuk menentukan tujuan, rencana, dan pengembangan 
karirnya. 
2) Manfaat bagi penilai 
Dengan adanya penilaian kinerja memberikan kesempatan bagi penilai untuk 
mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk 
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perbaikan manajemen selanjutnya serta kesempatan bagi penilai untuk 
menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan memberikan pandangan yang 
lebih baik terhadap bagaimana karyawan dapat memberikan kontribusi yang 
lebih besar kepada perusahaan. 
3) Manfaat bagi perusahaan 
Hasil penilaian kinerja sangat penting artinya bagi perusahaan dalam 
pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti: identifikasi kebutuhan 
program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, 
penempatan, promosi, sistem imbalan, dan berbagai aspek lain. 
5. Metode Penilaian Kinerja 
Menurut Tri Murwaningsih, mengemukakan ada beberapa macam metode 
penilaian kinerja yaitu: 
a. Metode Skala Peringkat 
Metode skala peringkat merupakan metode paling banyak digunakan dalam 
menilai kerja karyawan dimasa lalu. Metode ini digunakan dengan cara membuat 
skala dari yang rendah sampai yang tertinggi. 
b. Metode Checklist 
Metode ini digunakan dengan cara memberikan bobot tertentu yang sesuai dengan 
tugas karyawan. Cara metode ini dengan mengisi formulir yang disediakan dan 






c. Metode Evaluasi Lapangan/Observasi  
Metode ini digunakan dengan cara penilai langsung terjun ke lapangan 
mengadakan observasi pelaksanaan tugas sesungguhnya. 
d. Metode Tes 
Metode tes ini pelaksanaannya dengan melakukan tes, baik secara tertulis maupun 
praktek untuk mengetahui kemampuan karyawan.
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Sedangkan menurut Malayu S. P. Hasibuan, mengelompokkan metode 
penilaian kinerja menjadi dua yaitu: 
1. Metode Tradisional 
a. Rating Scale 
Metode ini dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur 
karakteristik seorang karyawan, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, dan 
kontribusinya terhadap tujuan kerjanya. 
b. Employee Comparation 
Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pekerja dengan 
pekerja lainnya : 
(1) Alternation Ranking 
Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat 
karyawan dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau mulai dari 
                                                            







bawahan sampai yang tertinggi dan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 
Metode ini bisa disebut juga dengan Ranking.
14
 
(2) Paired Comparation 
Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara seorang karyawan 
dibandingkan dengan seluruh karyawan. Metode ini dapat digunakan untuk 
jumlah karyawan yang sedikit. 
(3) forced Comparation (Grading) 
Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan untuk jumlah 
karyawan yang banyak. 
c. Check List 
Dengan metode ini penilai sebenarnya tidak menilai tetapi hanya 
memberikan masukan informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian 
personalia. 
d. Freeform Essay 
Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang 
berkenaan dengan karyawan yang sedang dinilainya. 
e. Critical Incident 
Dengan metode ini seorang penilai harus mencatat semua kejadian 
mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke 
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2. Metode Modern 
a. Assessment Center 
Assessment center atau pusat penilaian sebagai metode lain dari evaluasi 
potensi mendatang, tapi pusat-pusat penilaian ini tidak bertumpu kepada ketetapan 
psikolog. Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang 
bertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai. 
b. Management by Objective (MBO) 
Management by Objective (MBO) yang berarti manajemen berdasarkan 
sasaran merupakan satu bentuk penilaian dimana karyawan dan penilai bersama-
sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan 
secara individu diwaktu yang akan datang. Pada akhir periode tertentu, karyawan 
dievaluasi tentang seberapa baik mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan dan 
faktor-faktor penting apa saja yang dialami dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. 
c. Human Assset Accounting 
Dengan metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka 
panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap 
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Jika biaya 
                                                            





untuk tenaga kerja meningkat laba pun akan meningkat. Maka peningkatan tenaga 
kerja tersebut telah berhasil.
16
 
Dapat disimpulkan dari ketiga penjelasan di atas Assessment center suatu 
bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang bertumpu pada beragam tipe evaluasi dan 
beragam penilai, Management by Objective (MBO) penilaian pada akhir periode 
tertentu, karyawan dievaluasi tentang seberapa baik mencapai sasaran tertentu yang 
telah ditetapkan, dan Human Assset Accounting variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 
6. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja 
Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dibutuhkan dalam rangka 
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk itu, terhadap Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) perlu diberikan pembinaan yang sistematis melalui berbagai 
kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat 
mengarahkan pegawai negeri sipil pada tingkat kompetensi yang diinginkan adalah 
penerapan penilaian kinerja, yang secara formal tertuang pada PP No. 10 tahun 1979 
tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil, atau lebih dikenal 
dengan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan).
17
 
Adapun menurut B. Siswanto Sasatrohadiwiryo, Unsur-unsur penilaian 
kinerja seorang pegawai yaitu: 
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 Ialah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan 
sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 
kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari 
dalam perbuatan saat melaksanakan tugas. 
b. Prestasi kerja 
 Ialah suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan 
dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, dan kesungguhan kerja pegawai yang 
bersangkutan. 
c. Tanggung jawab 
 Ialah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
diserahkan kepadanya dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya serta berani 




 Ialah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan 
perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah 
kedinasan yang diberukan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk 
tidak melanggar larangan yang ditentukan. 
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 Ialah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. 
f. Kerja sama 
 Ialah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan 
orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang telah ditentukan, sehingga 
mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 
g. Prakarsa 
 Ialah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-
langkah atau melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas 
pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 
h. Kepemimpinan 
 Ialah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga 
dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya. Penilaian unsur 
kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan 
II/A ke atas yang memangku suatu jabatan.
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Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Veithzal Rizal dan Ahmad Fawzi 
Mohd.Basri  juga mengemukakan bahwa ruang lingkup penilaian kinerja juga terdiri 
dari: 
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1. Who (siapa) 
a) Siapa yang harus dinilai 
 Yaitu seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan dari jabatan yang 
tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah. 
b) Siapa yang harus menilai 
 Evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh atasan langsung dan atasan tidak 
langsung. Atau dapat ditunjuk orang tertentu yang menurut pimpinan perusahaan 
memiliki keahlian dalam bidangnya. 
2. What (apa yang harus dinilai) 
a) Objek atau materi yang dinilai antara lain hasil kerja, kemampuan, sikap, 
kepemimpinan kerja, dan motivasi kerja (atau disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan). 
b) Dimensi waktu, yaitu kinerja yang dicapai pada saat ini (current performance), 




3. Why (mengapa penilaian kinerja itu harus dilakukan) 
a) Memelihara potensi kerja 
b) Menentukan kebutuhan pelatihan 
c) Dasar untuk pengembangan karier 
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d) Dasar untuk promosi jabatan 
4. When (kapan) 
a) Penilaian kinerja secara formal dilakukan secara periodik, seperti setiap hari, 
minggu, bulan, triwulan, semester atau setiap tahun. 
b) Penilaian kinerja secara informal dilakukan secara terus-menerus dan setiap saat 
atau setiap hari kerja. 
5. Where (di mana) 
a) Di tempat kerja (on the job evaluation), Pelaksanaan penilaian kinerja di tempat 
kerja yang bersangkutan, atau ditempat lain yang masih dalam lingkungan 
perusahaan itu. 
b) Di luar tempat kerja (off the job evaluation), Pelaksanaan penilaian kinerja dapat 
dilakukan di luar perusahaan dengan cara meminta bantuan konsultan.
21
 
6. How (bagaimana) 
 Penilaian dilakukan yaitu dengan menggunakan metode tradisional atau 
menggunkan metode modern. Penilaian dengan menggunakan metode tradisional, 
misalnya dengan rating scale dan employee comparison. Sedangkan penilaian 
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Setelah adanya perubahan yang ditetapkan pemerintah penilian kinerja 
dengan metode DP3 di ubah menjadi Sasaran kinerja pegawai, yang diuraikan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang  Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.  
Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 
a. SKP (Sasaran kerja pegawai); 
b. Perilaku kerja. 
Tata Cara Penilaian Kinerja pegawai adalah dengan menilai dua unsur yaitu 
SKP dan perilaku kerja dengan Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan 
perilaku kerja 40% (empat puluh persen). 
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja 
pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan target yang 
akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang PNS. Rencana dan 
target kerja tersebut disusun setiap awal tahun oleh pegawai, dan harus disetujui oleh 
atasan lagsung/pejabat penilainya. Sanksi bagi pegawai yang tidak menyusun SKP 
diatur dalam PP No. 53 Tahun 2011 tentang Hukuman Disiplin Pegawai. 
Penilaian kinerja dengan menggunakan SKP ini meliputi beberapa aspek, 
yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis 
kegiatan pada masing-masing instansi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa 





masingmasing instansi. Adapun penilaian dilakukan dengan membandingkan aspek-
aspek penilaian pada target di awal tahun dengan realisasi yang dicapai pada akhir 
tahun. 
1) Aspek Kuantitas 
Menurut Wungu dan Brotoharsojo bahwa “Quantity (kuantitas) adalah segala 
bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam 
ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut 
Wilson dan Heyyel mengatakan bahwa “Quantity of Work (kuantitas kerja) adalah 
jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode 
tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu 
tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.” Dengan 
demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. 
Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan 
waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan 
pekerjaan. 
2)  Aspek Kualitas 
Menurut Wungu dan Brotoharsoj bahwa “Quality (kualitas) adalah segala 
bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan 
dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. 
Sedangkan menurut Wilson dan Heyel mengatakan bahwa “Quality of  work 





melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”. Dari 
pendapat di atas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, 
kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana 
kegiatan dengan sesaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan 
kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Yang 
dimaksud kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 
3) Aspek Waktu 
Ketepatan waktu ini berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas 
(pekerjaan) sesuai dengan waktu yang diberikan. Setiap pekerjaan yang dilakukan 
oleh para pegawai memiliki standar waktu yang telah ditentukan. Visi dan misi suatu 
organisasi akan tercapai apabila pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dapat 
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya ; 
Ketepatan waktu dalam menyelesai kan pekerjaan dan Pekerjaan selesai pada saat 
dibutuhkan. Berbicara soal ketepatan waktu maka hal ini terkait dengan efisiensi 
waktu. Menurut Muchdoro “Efisiensi adalah tingkat kehematan dalam menggunakan 
sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi 
terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Efisiensi waktu adalah 
tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan hingga kapan proyek itu 
selesai. Sedangkan efisiensi biaya adalah tingkat kehematan dan pengorbanan 





4) Aspek Biaya 
Aspek biaya disini mengenai tingkatan dimana penggunaan sumber dana 
organisasi yang mana didalamnya menyangkut penggunaan keuangan 
dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian 
dari tiap unit. Didalam melaksanakan tugasnya para pegawai diharapkan untuk dapat 
memberdayakan/menggunakan segala sumber daya keuangan yang ada di dalam 
organisasi yang bersangkutan guna membantu penyelesaian tugas pekerjaan baik dari 
segi waktu maupun hasil kerja. Efisiensi adalah tingkat pengendalian biaya atau 
pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 
7. Indikator Kinerja Karyawan 
Menurut Robbins, Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara 
individu ada enam indikator, yaitu: 
a. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 
serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan yang 
dihasilkan. 
b. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti, 
jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. 
c. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 
dinyatakan, dilihat dari sudut kordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 





d. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 
teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 
setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 
e. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 
menjalankan fungsi kerjanya. 
f. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 
komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.
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Dapat disimpulkan Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara 
individu ada enam indikator yaitu kualitas kerja diukur dari keterampilan dan 
kemampuan karyawan, Kuantitas yang diukur dari jumlah unit aktivitas yang telah 
diselesaikan, ketetapan waktu dalam menyelesaikan suatu kegiatan yang dikerjakan, 
Efektivitas dalam penggunanaan sumber daya yang telah ditentukan dengan maksud 
memaksimalkan untuk menaikkan hasil unit kerja yang telah dikerjakan, 
kemandirian yang nantinya dapat menjalankan fungsi kerjanya, dan komitmen kerja 
karyawan dapat teguh pendirian dalam kegiatannya. 
 
B. Tinjauan Tentang Aktivitas Kerja Pegawai 
1. Pengertian Aktivitas 
Aktifitas adalah keaktifan, kegiatan.
24
, Menurut Nasution, aktivitas adalah 
keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-duanya harus dihubungkan.
25
 Menurut 
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Zakiyah Darajat, aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa ke arah perkembangan 
jasmani dan rohaninya.
26
 Jadi dapat diartikan aktivitas adalah suatu keaktifan yang 
digerakkan keduanya jasmani dan rohani. 
Menurut Sriyono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik 
secara jasmani atau rohani. Menurut Anton M. Mulyono, aktivitas artinya “kegiatan 
atau keaktifan”.27 Jadi, segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang 
terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas. 
Dalam filsafat, Aktivitas adalah suatu hubungan khusus manusia dengan 
dunia, suatu proses yang dalam perjalanannya manusia menghasilkan kembali dan 
mengalih wujudkan alam, karena ia membuat dirinya sendiri subyek aktivitas dan 
gejala-gejala alam objek aktivitas. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep 
yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksinya dengan sekitarnya.
28
 Dari 
beberapa defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas adalah 
melakukan sesuatu baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani dalam 
interaksinya dengan sekitarnya. 
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2. Pengertian Kerja 
Menurut kamus besar Indonesia “Kerja diartikan sebagai kegiatan untuk 
melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat untuk mencari nafkah, mata 
pencaharian”.29 Sependapat dengan Moh. Thayeb Manribu “Kerja diartikan sebagai 
suatu sekelompok aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar, yang 
memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu”.30 Jadi kerja 
diartikan sebagai kegiatan, tugas, atau kewajiban yang dilakukan dalam beberapa 
orang ataupun suatu kelompok dalam suatu organisasi. 
Menurut Taliziduhu Ndaraha “Kerja adalah proses penciptaan atau 
pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan 
nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada”.31 Menurut Koontz dan 
O’Donnel mengatakan bahwa pengertian kerja yaitu penggunaan tenaga dalam usaha 
untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu. Usaha yang dilakukan bisa secara 
mental atau fisik, serta secara sukarela atau terpaksa. Selanjutnya penyelesaian yang 
dilakukan bisa sampai tuntas atau hanya sebagian saja. 
Menurut Dewa Ketut “Kerja adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan-
pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah pada  kehidupan dalam 
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dunia kerja”.32 Berdasarkan beberapa pengertian kerja di atas peneliti dapat 
menyimpulkan mengenai pengertian kinerja. Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan 
seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat 
pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran 
atau upah. 
3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 
berarti “orang yang bekeja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan 
“Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang 




Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS 
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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C. Penilaian Kinerja dalam Perspektif Islam 
 Sebagai agama universal, yang konten dengan ajaran tidak pernah lekang 
oleh waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya al-Qur’an, Islam sudah 
mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang harus menjadi 
rujukan penilaian kinerja itu adalah surah At –Taubah/9:105. 
                             
                    
Terjemahnya: 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 




Kata “i-malu” berarti beramallah. Kata ini juga bisa berarti 
“bekerjalah”.Menurut beberapa musafir, ada perbedaan makna di antara beberapa 
kata. Kata “I’malu” lebih berdimensi khusus (bernuansa akhirat, atau karena ada 
nilai tersendiri). Kata ini berbeda dengan kata “if’alu” yang lebih bernuansa dunia, 
meskipun secara bahasa, kaduanya memiliki arti yang sama: bekerja atau bertindak. 
Kata “sayara” berarti melihat secara detil. Sebuah kamus mengartikan kata ini 
dengan makna “tasayyara al – jild”, mengelupasi kulit, menguliti, membreak-down. 
Dengan makna ini kata “sayara” bisa juga diartikan sebagai tindakan “mengevaluasi 
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atau menilai” dengan melakukan perbandingan antara rencana kegiatan dan hasil 
yang telah diperoleh.  
Kata “ ” berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa berarti “amalan 
di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam bahasa manajemen, hasil dari 
amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja (performance).  
Jadi, ungkapan“ ” sejatinya adalah pelaksanaan 
performance appraisal. Yang perlu diperhatikan, pengungkapan kata “Allah, Rasul, 
dan Mukmin” (yang dalam bahasa Arab menggunakan , sebagai subjek), 
berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihak lain, yakni Rasul 
dan kaum Mukmin. 
Selain surah yang di atas menjadi rujukan penilaian kinerja hal ini juga 
dibuktikan dalam Surah Al-kahfi/18:7. 
                            
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan 





Tidak juga hanya teori dari kalangan ahli manajemen ratusan yang lalu, tetapi 
Rasulullah Saw juga sudah mengingatkan akan pentingnya melihat hasil kerja atau 
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amal seseorang. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah hadist dari Imam Ahmad, dari 
Anas ibn Malik ra, Rasulullah saw bersabda: 
Artinya:  
Kalian tidak perlu merasa takjub (bangga) atas seseorang hingga kamu 
melihat sesuatu yang dihasilkannya.
36
 
Jelas sekali bahwa ungkapan “ ” merujuk pada kineja, 
hasil kerja seseorang. Adapun hadis lain yang berasal dari Abu Sa’id ra., Sa’id ibn 
Sa’ad ibn Malik al-khudri ra., menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:        
“ ” (HR Muslim). Ungkapan “kayfa 
ta’amalun” menjadi bukti bahwa Allah pun akan menilai cara kerja kita, termasuk 
dalam bekerja sebagai wujud dari “hablun minan nas”. Setelah bekerja dan beramal, 
seluruh penilaian itu akan dikembalikan kepada Allah untuk mendapatkan hasil; baik 
atau buruk.  
                                                            






A. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan 
suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari 
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian dan dari sudut filsafat metodologi 
penelitian merupakan epistemologi penelitian. Dan adapun rangkaian metodologi 
yang digunakan penulis sebagai berikut:  
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan 
datanya dari informan. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian secara holistik bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, 
persepsi, motivasi, maupun tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah.
1
 Di antaranya adalah penggunaan studi kasus.
                                                            






dekskriptif dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh 
informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.
2
 
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dalam 
mengungkapkan manajemen penilaian kinerja dalam aktivitas kerja pegawai Kantor 
Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar. 
b. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian Jl. Antang Raya, Tamangapa, Manggala, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan. Kode Pos 90235, Indonesia. Di Kantor Lurah Tamangapa Kassi 
Kota Makassar. 
 
B.  Pendekatan Penelitian 
Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian 
kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak di uji. Maka 
teori dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini 
konsep ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan. Dengan demikian, penulis 
menggunakan pendekatan sumber daya manusia terutama terkait tentang manajemen 
kinerja yang dianggap bisa membantu mengungkapkan dan menjelaskan dalam 
rangka menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
 
 
                                                            





C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 
yang erat kaitannya dengan masalah yang  diteliti yaitu manajemen penilaian kinerja 
dalam aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar. 
Dalam penelitian ini yang termasuk dengan data primer adalah hasil wawancara 
dengan Lurah serta  Kepala Seksi (KASI) dalam Kantor Lurah Tamangapa, 
berjumlah 5 orang dan Non-PNS 5 orang. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan bisa 
menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, majalah, koran, internet, serta 
sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai referensi. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan 
pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu 
penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan periset  untuk mengumpulkan data.
3
  
Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap 
relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala- 
gejala yang diteliti.
4
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas 
pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara 
langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk 
mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis. Observasi ini 
digunakan untuk mendapatkan data tentang Manajemen Penilaian Kinerja Dalam 
Aktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar. 
2. Metode Wawancara (interview) 
Metode Wawancara (interview) merupakan suatu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya 
pun diterima secara lisan pula.
5
 
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara  
mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung 
bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.
6
 
Wawancara dilakukan pada jam kantor. 
 
                                                            
4 HusainiUsman Poernomo,  Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 
54.  
5Nana Syaodih Sukma dinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222. 
6 Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. VI; 





3. Metode Dokumentasi 
Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data dengan benda 
tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 
catatan harian dan sebagainya.
7
 Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam 
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian 
dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks dan gambar serta beberapa 
yang terkait untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan 
arah penelitian. 
Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai 
gambaran umum lokasi penelitian. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 
dalam mengumpulkan data.
8
 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu 
aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian 
penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi 
yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau 
kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu 
informasi yang merajuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu dalam 
                                                            
7 Sutrisno Hadi, Metodologi  Research (Yogyakarta: UGM  press, 1999), h. 72. 
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pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan 
data yang cukup valid dan akurat. 
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 
digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (field research) meliputi observasi 
dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, 
dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data 
yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk 
verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.
9
 Peneliti akan melakukan 
pencatatan dan mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi 
saat penelitian dilakukan. 
Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 
catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya 
sebagai temuan bagi orang lain.
10
 Analisis data adalah proses pengorganisasian dan 
pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.
11
 Tujuan analisis 
data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. 
                                                            
9 Pawito, Penelitian komunikasi kualitatif (Cet I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008), h. 
89. 
10 Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 183. 





Metode yang digunakan adalah metode survei dan pendekatan kualitatif, yang artinya 
setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak 
menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif 
kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang 
sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari 
hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
12
 
Analisis data yang dilakukan adalah mencoba mereduksi data penelitian yang 
telah dikumpulkan dari informan, kemudian mengelompokkan atau menkategorikan 
data tersebut sehingga mudah diberikan kesimpulan dan dalam penyajian datanya. 
 
                                                            




MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA DALAM AKTIVITAS KERJA 
PEGAWAI KANTOR LURAH TAMANGAPA KASSI KOTA MAKASSAR 
 
A. Gambaran Umum Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
Kelurahan tamangapa adalah kelurahan yang dibentuk dari  lingkungan yang 
ada yaitu, Kampung Bangkala dan Kampung Kassi, masa pemerintahan kerajaan gowa 
sampai pemerintah kabupaten gowa kedua kampung ini masing-masing memiliki 
kepala kampung, ada kepala kampung kassi dan ada kepala kampung bangkala. Proses 
penggabungan dua lingkungan menjadi satu kelurahan yaitu Tamangapa terjadi pada 
saat kedua kampung tersebut masuk dalam wilayah pemerintah Kota Madya Ujung 
Pandang, ini terjadi sekitar tahun 1974. 
Adapun Nama Tamangapa diambil jadi nama Kelurahan karena wilayah 
lingkungan Tamangapa berada di tengah antara kampung kassi dan kampung 
bangkala. Kelurahan Tamangapa berdasarkan sejarah merupakan tempat aman untuk 
yang di  datangi. Dahulu kala apabila pasukan kerajaan pergi berperang dan mereka 
mundur sampai sebelah utara wilayah lingkungan Parinring, bila mereka sampai di 
tempat itu (Kelurahan Tamangapa) mereka aman atau tidak apa-apa (Taena na ngapa-
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1. Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Sosial budaya, dan Sarana 
prasarana pemerintahan. 
a. Kondisi Geografis 
1) Luas wilayah 
Kelurahan Tamangapa memiliki luas = 662  km
2
 atau sama dengan 66.200 
hektar are (ha) 
2) Batas wilayah 
Sebelah Barat   : Kelurahan Bangkala kec. Manggala Kota Makassar 
Sebelah Utara      : Kelurahan Manggala kec. Manggala Kota Makassar 
Sebelah Timur     : Kabupaten Maros 
Sebelah Selatan   : Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
b. Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk  Kelurahan Tamangapa = ± 10.200 jiwa. Terdiri dari laki-
laki = 5.263 jiwa dan perempuan =  5.203 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga = 






c. Sosial Budaya 
1) Etnis penduduk Kelurahan Tamangapa sebagian besar merupakan etnis 
Makassar. 
2) Agama, pada umumnya pemeluk agama Islam. 
                                                            
2 Arsip dokumen Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar Tahun 2017 
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3) Pekerjaan atau mata pencaharian, sebagian besar mata pencaharian penduduk 
Kelurahan Tamangapa adalah petani dan peternak. 
d. Sarana Prasarana Pemerintahan 
1) Sarana Kesehatan : 
a) Puskesmas 1 buah 
b) Posyandu Mandiri 1 buah 
c) Posyandu sementara 6 buah 
2) Sarana Pendidikan 
a) TK/TPA/PAUD = 5 buah 
b) Sekolah Dasar   = 5 buah 
c) Pesantren Tahfis Qur’an = 1 buah 
d) SLTP/MTS  = 2 buah 
e) SLTA/MA   = 4 buah 
3) Sarana Peribadatan 
a) Masjid = 20 buah 
b) Mushallah = 2 buah 
4) Rumah Potong Hewan (RPH) 
5) Pabrik pengolahan kulit 
6) Tempat pembuangan akhir sampah.3 
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2. Visi-misi Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
a. Visi 
“Mewujudkan Kelurahan Tamangapa yang Profesional Berbasis Teknologi Serta 
Tertib Administrasi menuju Pelayanan Masyarakat yang Semakin Baik dan 
Semakin bermasyarakat’’ 
b. Misi 
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional. 
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kelurahan Tamangapa. 
3. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. 
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat; 
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat.4 
Demikian dari visi-misi Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
 yang diuraikan di atas. 
 
B. Manajemen Penilaian Kinerja Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
Manajemen yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan, 
artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau 
kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan bersama.
5
 
Sementara Penilaian Kinerja (performance appraisal), pada dasarnya merupakan 
proses yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi performa kerja (job 
                                                            
4 Arsip dokumen Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar Tahun 2017 
5 Erwin Jaya, Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 
Skripsi (Alauddin: UIN Press, 2016), h. 50. 
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performance) pegawai. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat 
perkembangan perusahaan atau organisasi adalah dengan cara melihat hasil penilaian 
kinerja dari pegawainya.   Harianja berpendapat bahwa, penilaian kinerja merupakan 
suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. 
Secara umum, tujuan dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk memberikan 
feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan kerjanya serta  upaya 
untuk meningkatkan produktivitas organisasi yang dilakukan secara khusus.
6
 Hal 
tersebut berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk 
tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan, latihan dan lain-lain. Sementara menurut  
B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Penilaian kinerja adalah “suatu kegiatan yang dilakukan 
manajemen/penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara 
membandingkan kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode 
tertentu yang biasanya dilakukan setiap akhir tahun”.7 
Hal ini juga diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar yakni 
Abd. Rasyid R, SE beliau mengatakan bahwa: 
“Manajemen di Kantor ini cukup baik karena kerja pegawai terelesasikan    
dengan tepat dan cepat, dan ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan 
kinerja pegawai sesuai pada jabatannya yang telah ditetapkan oleh Walikota”.8 
 
                                                            
6 Hariandja. Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 195. 
7B.Siswanto Sastrohadiwiryo. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Adminitratif 
dan Operasional  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),  h. 231. 





Dapat disimpulkan manajemen di Kantor Lurah Tamangapa baik, karena kerja 
pegawai diselesaikan dengan tepat dan cepat sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan, ketatalaksanaan pegawai dan tata pimpinannya juga dikerja sesuai yang 
ditetapkan oleh Walikota, tiap kerja Lurah dan pegawai sesuai juga dengan 
jabatannya. 
Berdasarkan dua pendapat di atas mengenai Penilaian kinerja dan manajemen, 
maka Negara Republik Indonesia menetapkan suatu sistem penilaian kinerja bagi 
PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 
Tentang Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yang menjadi standar penilaian 
kinerja PNS diseluruh Indonesia. Penilaian kinerja ini tergolong baru digunakan 
karena baru ditetapkan pada tahun 2011 dan baru secara serentak diedarkan pada tahun 
2014.  
Sebelum sistem penilaian prestasi kerja ditetapkan, pemerintah   menggunakan 
metode  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). DP3 merupakan daftar yang 
berisikan hasil penilaian pegawai selama  melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 
tertentu yang bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh orang yang mempunyai 
wewenang. DP3 merupakan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1979. Peraturan 
ini digantikan oleh PP   No 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja, karena DP3 
dinilai tidak dapat digunakan  untuk mengukur kinerja, produktivitas dan kontribusi 
PNS terhadap pemerintahan karena tidak didasarkan pada target tertentu. Proses 
penilaian DP3 cenderung subyektif. Setelah dinilaipun tidak ada konfirmasi dan tindak 
lanjut setelah proses penilaian dilakukan, sehingga performa kerja PNS tidak dapat 
59 
 
diukur dan diketahui secara pasti dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah 
mengganti metode DP3 menjadi Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Pada 
tanggal 15 Februari 2013, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB), No 2 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penilaian presatsi kerja 
PNS ditegaskan secara efektif, sistem baru penilaian prestasi kerja PNS tersebut 
berlaku serentak mulai 1 Januari 2014.    
Hal ini juga diungkapkan oleh sekretaris Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar, Hajriyah Dachlan Saleh, SE  mengenai perubahan metode penilain kinerja  
pegawai, ia mengatakan bahwa: 
 
“Penilaian kinerja pegawai, dulu kita di nilai dengan model DP3 tapi sejak 
adanya perubahan dari pemerintahan sekarang  kita dinilai dengan model sasaran 
kerja pegawai, itupun baru kita pakai sejak tahun 2016”.9 
 
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) merupakan salah satu dari dua 
unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS. Yang lainnya adalah perilaku kerja PNS. 
Penilaian Prestasi Kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai, yang dilakukan sekali 
dalam kurun waktu setahun.  Dilakukan pada setiap akhir Desember pada tahun yang 
bersangkutan atau paling lama akhir januari tahun berikutnya. 
Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU No 43 tahun 1999  tentang perubahan atas UU 
no 8 tahun 1974,  tentang pokok-pokok kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk 
mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS 
                                                            
9 Hajriyah Dachlan Saleh (53 tahun) Sekretaris Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar, Wawancara, Kassi 26 Juli 2017. 
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yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang 
dilaksanakan  berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan 
pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa,  untuk menjamin 
obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 
pangkat diadakan penilain prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan 
untuk mengevaluasi kinerja individu PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi 
manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.
10
 
Hasil penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 
penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karir PNS yang berkaitan dengan bidang 
pekerjaan, penilaian prestasi kerja dalam bidang ini dimanfaatkan sebagai dasar 
pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya 




Hal ini juga diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi, Abd Rasyid R, SE 
tentang kualitas dan kuantitas kerja PNS di kantornya. Ia mengatakan bahwa:  
Kalau dari segi kualitas kerja itu pegawainya disini cukup baik  dan kalau dari 
segi kualitas pegawai kontrak itu harus pintar komputer karena sudah ada ketentuan 
dari kantor camat dan walikota tetapi dari segi kuantitas itu masih butuh tenaga kerja, 
karena PNS disini cuma empat orang”.12 
                                                            
10 http//www.bpn.go.id (Minggu, 30 Juli 2017.  20:10 a.m) 
11 Peraturan  pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011,  Panduan Penyusunan dan 
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil. 




Dapat dikatakan berdasarkan pernyataan Lurah Tamangapa kualitas kerja 
pegawainya baik, namun kuantitas atau jumlah pegawainya masih kurang. Di Kantor 
Lurah Tamangapa tersebut masih sangat membutuhkan tenaga kerja Pegawai negeri 
sipil, karena di Kantor Lurah Tamangapa sudah banyak honorer. 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya 
pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja 
(output) yang telah direncanakan dan disepakati antara pejabat penilai dengan PNS 
yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja . Penilaian PNS secara strategis diarahkan 
sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil 
kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang PNS. Unsur 
perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan dan 
secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang 
jabatan setiap individu PNS yang dinilai.
13
 
Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja PNS, diperlukan 
parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata 
terukur dari tingkat capaian sasaran kerja secara sistemik menggabungkan antara 
penetapan sasaran kerja pegawai. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara 
sistemik menggabungkan antara penetapan sasaran kerja pegawai dengan penilaian 
proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya 
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direkomendasikan untuk dasar pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan 
karier pegawai negeri sipil yang telah dinilai.  
Hal ini diungkapkan juga Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar, Abd.Rasyid 
R, SE. Mengatakan bahwa: 
“Kinerja pegawai di kantor ini terlihat obyektifitas, terukur, akuntabel, 
berpartisipasi dalam kerja antar pegawai dan honorer, dan ketika melaksanakan 
suatu program kerja atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan, 
pendokumentasian selalu dilakukan berupa foto yang kemudian dikirim 
melalui whatsapp sebagai bukti terlaksananya dan dilakukannya suatu program 
kerja yang telah direncakan sebelumnya”.14 
 
Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan. Maka akan 
diuraikan terkait tentang manajemen penilaian kinerja PNS di Kantor Lurah 
Tamangapa. 
Dalam fungsi-fungsi manajemen terdapat empat fase yang dilalui untuk 
mencapai sebuah proses manajerial penilain kinerja, diantaranya: 
a. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 
mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan 
taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 
Dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, yaitu:  
1. Specific, yaitu berarti sebuah perencanaan harus jelas apa maksud dan tujuannya 
beserta ruang lingkupnya. 
                                                            





2. Measurable, yaitu suatu tingkat keberhasilan yang harus dapat diukur dari 
program kerja dan rencana yang dibuat. 
3. Achevable, yaitu sesuatu tersebut bisa tercapai dan diwujudkan, bukan hanya 
sekedar fiktif dan khayalan belaka. 
4. Realistic, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang 
ada, harus seimbang tetapi tetap ada tantangan didalamnya. 
5. Time, yaitu ada batas waktu yang jelas, sehingga bisa dinilai dan dievaluasi.15 
Hal ini diungkapkan oleh Lurah  Tamangapa Kassi Kota Makassar yakni Abd. 
Rasyid R, SE beliau mengatakan bahwa:  
“Susunan kerja pegawai telah di buat oleh pemerintah Walikota Makassar dan 
untuk penilaian kinerja pegawai adanya ketetapan yang di buat oleh pemerintah 
yakni panduan penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil yang 
sangat jelas di jelaskan didalamnya”.16 
 
Pada fase perencanaan yang lebih spesifik pada susunan kerja pegawai 
seluruhnya dibuat di kantor walikota. Sementara untuk penyusunan dan penilaian 
sasaran kerja PNS telah direncanakan dan disusun secara rinci dalam panduan 
Penyusunan dan penilaian sasaran kerja PNS,  sebagaimana yang telah dijelaskan oleh  
Lurah Tamangapa. 
Dalam panduan penyusunan dan penilaian sasaran kerja PNS didalamnya telah 
rinci memenuhi lima faktor-faktor dalam perencanaan. Seperti faktor spesifik, faktor 
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ini menuntut kejelasan atas maksud dan tujuan manajemen penilaian kinerja yang 
berfokus pada sasaran kerja pegawai. Dalam panduan,  berfokus pada sasaran kerja 
pegawai negeri sipil, dalam panduan dijelaskan bahwa untuk menyusun sasaran kerja 
pegawai, penyusunannya harus jelas, misalnya kegiatan harus bisa diuraikan secara 
jelas seperti unsur-unsur dalam SKP yaitu tugas kerja jabatan, harus diuraikan secara 
jelas dan rinci.   
Sistem penilaian prestasi kerja, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai 
rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan  rincian tugas, tanggung 
jawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan sebagai rencana 
operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana 
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan 
tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang 
akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan 
dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan 
mempertimbangkan aspek kauntitas/output, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya.
17
 
Sistem penilaian tersebut diatas telah diterjemahkan dalam formulir sasaran 
kerja pegawai negeri sipil dengan tampilan yang tertera dalam Lampiran, telah 
memenuhi faktor-faktor pertimbangan dalam perencanan yaitu Smart dalam unsur-
unsur Sasaran Kerja Pegawai yaitu: 
 
 
                                                            
17 Peraturan  pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011, panduan penyusunan dan 
penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. 
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1. Kegiatan Tugas Jabatan 
Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada 
rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan, yang secara umum telah 
ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan Tugas Jabatan yang akan 
dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi, sebagai implementasi 
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan 
dan harus berorientasi pada hasil (end result) secara nyata dan terukur. 
2. Angka Kredit 
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi 
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka 
pembinaan karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai jabatan fungsional 
tertentu diharuskan untuk mengisi angka kredit setiap tahun sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
3. Target 
Setiap pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan harus ditetapkan target yang akan 
diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran penilaian prestasi kerja. Target merupakan 
jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu. 
Target bukan merupakan standar prestasi kerja yang ideal, bukan merupakan ukuran 
minimal atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolak ukur prestasi kerja yang 
realistis tetapi penuh tantangan.  
Oleh karena itu dalam menetapkan target prestasi kerja harus 
mempertimbangkan 4 (empat ) aspek yaitu : 
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a) Aspek Kuantitas (target output) 
Dalam menentukan target kuantitas/output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, 
naskah, surat keputusan, laporan dan sebagainya. 
b) Aspek Kualitas (target kualitas) 
Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja 
yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan sebutan Sangat 
Baik, misalnya target kualitas harus 100. 
c) Aspek Waktu (target waktu) 
Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya satu bulan, triwulan, 
caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan lain-lain. 
d) Aspek Biaya ( Target Biaya) 
Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya 
jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain. 
Dalam menetapkan target prestasi kerja harus mempertimbangkan 4 (empat ) 
aspek yang dijelaskan di atas, Hal ini diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar mengatakan bahwa: 
“Prestasi yang diberikan pegawai di Kantor Lurah Tamangapa setelah 
terpenuhi kegiatan atau kerja yang sudah ditetapkan dalam penilaian kerja 
pegawai dan memenuhi target biasanya diberikan prestasi kenaikan 
pangkat dan diikutkan dalam pelatihan jabatan untuk menambah 
keterampilan dalam menyelesaikan kerja di tahun berikutnya”.18 
                                                            





Pemberian prestasi pegawai di Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
diberikan prestasi kenaikan pangkat dan diikutkan dalam pelatihan jabatan untuk 
menambah keterampilan atau wawasan dalam menyelesaikan kerja di tahun 
berikutnya sebagaimana telah di jelaskan oleh Lurah Tamangapa. 
b. Pengorganisasian (organizing) 
Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan 
taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 
organisasi yang tepat dan tanggung jawab, sistem dan lingkungan organisasi yang 
kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja 
secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan.  
Pengorganisasian ini sangat penting sebagai proses pembagian kerja ke dalam 
tugas-tugas yang lebih kecil dan sekaligus membebankan tugas-tugas tersebut kepada 
orang yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Selain itu proses 
pengorganisasian juga akan membantu mengalokasikan sumber daya manusia dan 
mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi atau 
lembaga. Berikut struktur organisasi dari Kantor Lurah Tamangapa menurut 
keterangan narasumber:  
 
 






Gambar 1: Struktur Organisasi Kantor Lurah Tamangapa 








Sumber : Papan struktur organisasi Kantor Lurah Tamangapa 
Berdasarkan struktur organisasi yang disusun, maka dapat diuraikan tugas dan  
tanggung jawab para pegawai Kantor Lurah Tamangapa sebagai berikut : 
1. Lurah  
Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan memelihara 




















2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi lingkungan 
kelurahan. 
3. Seksi Pemerintahan 
Pengelolaan jaringan dan pemberdayaan RT/RW mempunyai tugas membantu 
lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pengelolaan jaringan, dan 
pemberdayaan RT/RW. 
4. Seksi perekonomian, pembangunan, sosial, dan penerapan gerakan  sentuh 
hati, Mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan penyelenggaraan 
pengembangan perekonomian, pembangunan, sosial, dan penerapan sentuh hati. 
5. Seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan, Mempunyai tugas membantu 
lurah melaksanakan pengelolaan kebersihan dan pertamanan di wilayah kelurahan.
19
 
c. Pelaksanaan (actuating) 
Salah satu fungsi manajemen yang ikut berperan di dalam pengelolaan 
organisasi di kantor lurah adalah pelaksanaan. Setiap kegiatan yang dilakukan  
melibatkan beberapa orang didalamnya yang bekerja sama, dalam hal ini sebagai 
pelaksanaan kegiatan. Agar setiap tugas dalam kelurahan dapat terlaksana dengan 
baik, maka diperlukan suatu tata kerja yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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1. Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan 
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. 
2. Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
20
 
 Apabila lurah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka lurah dapat 
menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala seksi untuk mewakili. Dalam 
melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar unit kerja di lingkungan kelurahan serta dengan instansi lain di luar kelurahan 
sesuai dengan tugas masing-masing.  
Untuk menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dilingkungan kelurahan maupun 
diluar unit lurah tamangapa menggunakan salah satu media sosial Whatsapp, guna 
memenuhi prinsip-prinsip tersebut.  (lihat dokumentasi kegiatan ,lampiran-lampiran). 
Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan 
unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk  dan bertanggung jawab 
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
                                                            
20 Peraturan Walikota Makassar No 115 thn 2016, tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja Kelurahan. 
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untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Kemudian dalam 
menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib 




d. Pengawasan (controlling) 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk 
menjamin agar semua keputusan rencana dan pelaksana kegiatan mencapai suatu 
tujuan dengan hasil yang efektif  dan efisien. Dalam pengertian lain pengawasan pada 
hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka 
selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan 
terdiri dari penentuan-penentuan standar kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan 
hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar dalam setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh kantor lurah terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat perlu 
adanya pengawasan dan pengendalian. Pengawasan atau pengendalian merupakan 
sebuah proses untuk memastikan bahwa segala yang sudah diatur mulai dari 
perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. 
Hal ini yang diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar yakni 
Abd. Rasyid R, SE beliau mengatakan bahwa:  
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Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja Kelurahan. 
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Kalau kami itu disini melakukan pengawasan untuk memantau terlaksananya 
program yang telah direncanakan  itu melalui Whatsapp.
22
 
Dari Kesimpulan penjelasan di atas dalam fungsi pengawasan  tidak ada sistem 
baku yang diterapkan khusus untuk menangani salah satu fungsi manajemen ini.  
e. Evaluasi 
Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang harus diperhatikan dalam 
mengelola suatu lembaga dan menjalankan suatu kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan administrasi dan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Evaluasi yang 
dilakukan oleh kantor lurah terkait dengan penilain kinerja dilakukan sekali dalam 
setahun, biasanya dilakukan pada awal Desember  atau paling lambat awal Januari 
tahun berikutnya. Evaluasi penilaian kinerja menggunakan formulir sasaran kerja 
pegawai yang didalam sudah termasuk pegawai penilai dan yang dinilai, uraian 
kegiatan tugas jabatan, target yang harus dicapai  terdiri dari aspek kualitas dan aspek 
kuantitas.  Untuk memenuhi aspek target kuantitas dapat berupa dokumen, konsep, 
naskah, surat keputusan, laporan dan sebagainya. Sementara untuk memenuhi aspek 
target kualitas harus memprediksi pada mutu hasil kerjanya terbaik, dalam hal ini nilai 
yang diberikan adalah 100 dengan sebutan sangat baik, misalnya target kualitas harus 
100.   
Selanjutnya, target yang harus dicapai sebagai bagian dari penilaian kinerja 
yaitu aspek waktu (target waktu). Untuk memenuhi aspek target waktu, yang harus 
dipertimbangkan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
                                                            




pekerjaan. Misalnya satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan 
lain-lain. Selain aspek waktu, aspek terakhir yang  juga menjadi pertimbangan penting 
yaitu aspek biaya.  Aspek biaya (target biaya) harus dipertimbangkan untuk 
memperhitungkan biaya yang dibutuhkan agar dapat disesuaikan dengan suatu 
pekerjaan dalam satu tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain.  
Berdasarkan uraian dari aspek-aspek yang menjadi faktor penting dalam 
penialian kinerja PNS menggunakan formulir SKP. Maka penulis akan menyajikan 
hasil penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh Kantor Lurah Tamangapa terhadap 
para pegawai-pegawainya. Dari lima jabatan fungsional yang ada di Kantor Lurah 
Tamangapa yakni Lurah, Sekretaris, Seksi Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan 
pemberdayaan RT/RW,  Seksi perekonomian, pembangunan, sosial, dan penerapan 
gerakan sentuh hati, Seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan. Penulis hanya 
akan menyajikan hasil penilaian kinerja pada jabatan  Kepala Seksi (KASI) 
Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan pemberdayaan RT/RW yang diduduki oleh 
Hadaya dan  Kepala Seksi (KASI) Perekonomian, pembangunan, sosial dan penerapan 
gerakan sentuh hati yang diduduki oleh Rahmah, SE.  
 Hasil dari penilaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai kantor lurah 
Tamangapa yakni Hadaya dan Rahmah yang dilakukan pada 05 januari 2017 di 
Makassar. Hasilnya Hadaya berhasil memperoleh nilai capaian SKP sebesar 86,26 
yang berarti (baik). Sementara hasil untuk Rahmah, ia berhasil memperoleh nilai 
capaian SKP sebesar 86.33 yang juga berarti (baik). 
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Adapun unsur-unsur  SKP  yang menjadi landasan penilaian yaitu sebagai 
berikut:  
a. Kegiatan tugas jabatan Hadaya dengan NIP.19651215 199006 2 001, yaitu sebagai 
berikut:  
1) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya. 
3) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
lancar. 
4) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas. 
5) Memantau bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah 
kecamatan. 
6) Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah dikelurahan.  
7) Melaksanakan koordinasi dengan  kasi kebersihan kecamatan dalam hal 
pengelolaan kebersihan. 
8) Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam 
pengelolaan kebersihan.  




b. Angka kredit yang dapat dicapai oleh Hadaya untuk kegiatan memantau bahan 
penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan sebesar 264 
kegiatan yang dapat direalisasikan. Selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan 
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koordinasi dengan  kasi kebersihan kecamatan dalam hal pengelolaan kebersihan 
sebesar 12 kegiatan yang dapat direalisasikan. Kemudian untuk pelaksanaan 
koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan 
sebesar 264 kegiatan yang dapat direalisasikan. Jadi, keseluruhan kegiataan dalam 
kegiatan tugas jabatan Hadaya telah mencapai Target angka kredit. 
Target yang telah ditetapkan berkaitan dengan aspek kuantitas dan aspek 
kualitas, serta target biaya dan waktu. Berkaitan dengan aspek kuantitas, Hadaya telah 
menetapkan dalam SKP nya 1 dokumen untuk rencana dan program kerja berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya, 1 nota untuk petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan lancar, serta 1 nota untuk penilaian hasil kerja bawahan dengan 
cara mengevaluasi  hasil pelaksanaan tugas. Masing-masing rencana dan program 
telah mencapai target. Kemudian untuk kualitas/mutu ditetapkan target sebesar 100 
namun yang dapat di capai hanya kisaran 80-an. Seperti pada penyusunan rencana dan 
program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kualitas/ mutu yang dicapai 
yaitu sebesar 80. Lalu untuk pembagaian  tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 
sejumlah 85. Selanjutnya, pada bagian pemberian petunjuk kepada bawahan agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sejumlah 85. Kemudian dalam penilaian hasil 
kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sejumlah 85. 
Selanjutnya pada bagian pemantauan bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan 
di wilayah kecamatan mendapat sejumlah 85. Lalu untuk penyusunan dan 
pengkoordinasian jadwal pengambilan sampah dikelurahan mendapat sejumlah 80.  
Melaksanakan koordinasi dengan  kasi kebersihan kecamatan dalam hal pengelolaan 
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kebersihan sejumlah 85. Serta Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga 
masyarakat dalam pengelolaan kebersihan sejumlah 80 dan Menyusun laporan 
pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sejumlah 80. 
Yang dapat direalisasikan dari 100 target yang telah ditetapkan.  
Hal ini diungkapkan oleh KASI Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan 
pemberdayaan RT/RW yakni Hadaya, beliau mengatakan bahwa: 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga target tidak dapat 
dicapai, faktornya seperti pegawai meminta izin atau sakit dan target waktu bagi 
masing-masing  tugas jabatan adalah 12 bulan.
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Dapat disimpulkan bahwa pegawai yang meminta izin atau sakit dapat 
mempengaruhi penilain kerja pegawai di Kantor Lurah Tamangapa sehingga nilai 
yang biasa dia dapatkan atau dicapai hanya kisaran 80-an.  
Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa manajemen penilaian kinerja yang diterapkan di kantor lurah Tamangapa telah 
mengikuti sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang difokuskan pada SKP 
pegawai. Dalam tahapan manajemen, penialaian kinerja terdapat pada tahapan 
evaluasi. Hasil evaluasi menggunakan peragkat SKP di kantor lurah Tamangapa untuk 
kasus Hadaya sebagai KASI Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan pemberdayaan 
RT/RW memperoleh nilai capaian 88,33 kriteria baik dan Rahmah sebagai KASI 
Perekonomian, pembangunan, sosial dan penerapan gerakan sentuh hati memperoleh 
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nilai capaian 86,33 kriteria baik. Kedua pegawai kantor lurah tersebut dinyatakan 
mempunyai kinerja yang baik.   
Gerakan sentuh hati merupakan gerakan yang digulir pemerintah kota 
Makassar untuk memastikan sinergitas atas pemerintah dan masyarakat tetap terjaga. 
Maksud dari penjelasan gerakan sentuh hati yaitu, mengingatkan kepada warga agar 
senantiasa tetap menjaga kebersihan sekitar lingkungannya. 
Kesimpulan dari uraian rumusan masalah pertama di atas manajemen penilaian 
kinerja yang diterapkan di Kantor Lurah Tamangapa dalam melaksanakan penilaian 
kinerja meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan 
evaluasi. Perencanaan meliputi penyusunan program, waktu yang dibutuhkan, biaya 
yang harus dikeluarkan, aspek kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan, 
kesemuanya dituangkan dalam formulir SKP yang telah dibuat sendiri oleh pegawai, 
yang menduduki jabatan berdasarkan panduan penyusunan SKP yang telah dibuat oleh 
pemerintah dalam hal ini di Kantor Walikota. Pelaksanaann yaitu menjalankan  jadwal 
program-program yang telah disusun dalam perencanaan. Pengawasan yaitu melihat 
atau meninjau langsung ke lapangan dalam proses pelaksanaan kegiatan atau turut 
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah 
tahapan manajemen yang didalamnya dilakukan penilaian kinerja pegawai 
berdasarkan SKP. Kemudian hasilnya digunakan sebagai pertimbangan untuk 






C. Aktivitas Kerja Pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
Aktivitas kerja merupakan keaktifan kegiatan untuk melakukan sesuatu yang 
dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata 
pencaharian. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang 
kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada camat. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan, sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004.  
Hal ini diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi kota Makassar, Abd. 
Rasyid. R, beliau mengatakan bahwa: 
“Uraian kerja pegawai kelurahan sudah ditetapkan oleh walikota Makassar, dan 
juga tidak lepas dari tanggun jawab Kecamatan karena Kelurahan sebagai 
perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu sebagian tugas camat, 
jadi tugas dan tanggung jawab Kelurahan harus menjalankan tugas yang 
ditetapkan Walikota dan arahan tugas tambahan dari Kecamatan”.25 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari 
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan 
dan pengawasan aparatnya), begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, 
kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. 
Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan 
                                                            




yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik 
kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik, selanjutnya Kelurahan 
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. 
Adapun Aktivitas Kerja Pegawai Negeri sipil di Kantor Lurah Tamangapa 
Kassi Kota Makassar yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Walikota Makassar 
yaitu : 
a) Lurah dalam uraian kerjanya; 
1. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA kelurahan; 
2. Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat; 
3. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa 
layanan pengelolaan sampah; 
5. Merumuskan dan melaksanakan kerja sama kelurahan dengan kelurahan lain 
dalam satu wilayah kecamatan; 
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup 
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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7. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Hal ini diungkapkan oleh Lurah Tamangapa Kassi kota Makassar, Abd. Rasyid 
R, SE beliau mengatakan bahwa: 
“Dari uraian kerja saya yg ditetapkan oleh Walikota Makassar, terlaksana 
semua tetapi yang sering saya kerjakan itu Melakukan pelayanan umum 
kepada masyarakat, Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
umum, Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan retribusi atas 
jasa layanan pengelolaan sampah”.26 
   
Kesimpulan dari uraian di atas kerja lurah Tamangapa terlaksana semua, tetapi 
yang sering dikerjakan cuma beberapa dari uraian kerja yang ditetapkan oleh Walikota 
Makassar. 
b) Sekretaris dalam uraian kerjannya; 
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, 
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA kelurahan; 
2. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan standar operasional prosedur 
(SOP) dan standar pelayanan (SP) kelurahan; 
3. Melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan kelurahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
4. Melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan 
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan; 
                                                            




5. Memberikan pelayanan administratif kepada lurah dan seksi-seksi untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 
6. Menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan 
penyelenggaraan tugas umum kelurahan; 
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; 
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
Hal ini juga diungkapkan oleh sekretaris Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar, Hajriyah Dachlan Saleh, SE  mengenai perubahan metode penilain kinerja  
pegawai, ia mengatakan bahwa: 
“Dari 8 Uraian kerja yang ditetapkan oleh Walikota Makassar, terlaksana 
semua tetapi ada beberapa yang tidak sering saya kerjakan seperti Menyiapkan 
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA kelurahan, Mengoordinasikan setiap seksi 
dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan 
(SP) kelurahan, Melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan 
kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Melaksanakan administrasi 
umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan untuk menunjang 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan, saya baru kerjakan kalau ada 
pegawai yang membutuhkan atau Lurah”.27 
 
Dapat disimpulkan bahwa uraian kerja sekretaris lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar terlaksana semua tetapi memiliki ketentuan dikerjakan dari beberapa uraian 
kerjanya yang ditetapkan oleh Walikota Makassar. 
c) Seksi pemerintahan, pengelolaan jaringan, dan pemberdayaan RT/RW dalam 
uraian kerjanya; 
                                                            
27 Hajriyah Dachlan Saleh (53 tahun ) Sekretaris Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar, Wawancara, Kassi 26 Juli 2017. 
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1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan; 
2. Menyiapkan bahan pengelolaan jaringan dan pemberdayaan RT/RW; 
3. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban 
serta kemasyarakatan; 
4. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah 
lainnya yang ada diwilayah kelurahan; 
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; 
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Hal ini diungkapkan oleh KASI Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan 
pemberdayaan RT/RW yakni Hadaya, beliau mengatakan bahwa: 
“Uraian kerja yang ditetapkan oleh Walikota Makassar, Baru-baru kami 
mengadakan pemilihan ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan Tamangapa, 
dan dilanjutkan pelantikan RT/RW yang terpilih, dan melaporkan jumlah 
penduduk warga yg berada di lingkungan Kelurahan Tamangapa ke 
Kecamatan, dan untuk kerja yang lainnya sementara ini kami kerjakan”28 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, dari uraian kerja seksi 
Pemerintahan, pengelolaan jaringan dan pemberdayaan RT/RW, yang terelesasikan itu 
Memberikan pelayanan administrasi kependudukan, Menyiapkan bahan pengelolaan 
jaringan dan pemberdayaan RT/RW, untuk kerja yg lainnya sementara ini 
dikerjakannya. 
d) Seksi perekonomian, pembangunan, sosial dan penerapan gerakan sentuh hati 
                                                            
28 Hadaya (52 tahun), KASI  Pemerintahan, pengelolaan  jaringan  dan  pemberdayaan  




1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah 
kelurahan; 
2. Mengumpulkan bahan bagi pengembangan perekonomian kelurahan; 
3. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di 
kelurahan; 
4. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, 
perdagangan, perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). 
5. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka 
menunjang keberhasilan program usaha perekonomian masyarakat; 
6. Menyusun rencana pengembangan pembangunan kelurahan; 
7. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan; 
8. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pencegahan perusakan sumber daya alam 
yang membahayakan lingkungan; 
9. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat; 
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; 
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Hal ini diungkapkan oleh KASI perekonomian, pembangunan, sosial dan 
penerapan gerakan sentuh hati yakni Rahmah, SE, beliau mengatakan bahwa: 
“Kerja yang sering terlaksana dari uraian kerja yang ditetapkan Walikota 
Makassar yaitu mengumpulkan bahan dalam rangka penyelenggaraan 
pembangunan di wilayah kelurahan, mengumpulkan bahan bagi 
pengembangan perekonomian kelurahan seperti perekonomian dalam bentuk 
84 
 
penanaman sayuran seperti Kangkung, Lombok, dan sayuran lainnya pada 
halaman rumah warga Kelurahan Tamangapa yang masih mempunyai lahan 
kosong di samping rumah atau depan rumahnya, pemantauan kegiatan 
perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan Usaha kecil menengah, dan 
Uraian kerja yang lainnya baru dalam perencanaan untuk dikerjakan”.29 
 
Dapat disimpulkan Uraian kerja KASI perekonomian, pembangunan, sosial 
dan penerapan gerakan sentuh hati, beberapa hasil kinerjanya baik. 
e) Seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan 
1. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kelurahan; 
2. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam 
pengelolaan kebersihan; 
3. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan 
kebersihan; 
4. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan; 
5. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 
produsen/industry; 
6. Mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan 
akhir sampah; 
7. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah; 
8. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 
9. Melaksanakan pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 
                                                            
29 Rahmah (52 tahun), KASI  Perekonomian, pembangunan, sosial dan perencanaan gerakan 
sentuh hati, Wawancara, Kassi 26 juli 2017. 
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10. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan, dan pengembangan 
taman-taman yang ada di wilayah kelurahan; 
11. Melaksankan pengembangan fungsi dan pengakserasian taman-taman yang ada 
di wilayah kelurahan; 
12. Melaksanakan kerjasama pembangunan dan pemanfaatan fungsi taman-taman 
yang ada diwilayah kelurahan; 
13. Menyiapkan dan melaksanakan tata keindahan taman meliputi pemasangan 
umbul-umbul atau sejenisnya, pembuatan artifisial, rekayasa taman dan 
ornament-ornamen keindahan yang ada di wilayah kelurahan; 
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; 
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.30 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Tamangapa Kassi, Abd 
Rasyid R, SE tentang kualitas dan kuantitas kerja PNS di kantornya. Ia mengatakan 
bahwa:  
 
“Tugas uraian kerja pegawai di kantor lurah tamangapa itu sesuai dengan yang 
ditetapkan walikota makassar yang dimana dalam peraturan walikota Makassar 
nomor 115 tahun 2016, tetapi dalam aktivitas pegawai dalam kesehariannya itu 
setiap senin jam 7:30 upacara di kecamatan setelah upacara kembali ke kantor 
untuk melayani masyarakat dan selasa-jum’at masuk kantor jam 08:00 melayani 
masyarakat sesuai dengan keperluan masyrakat”31 
 
                                                            
30 Lihat peraturan Walikota Makassar No 115 thn 2016, tentang  Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja Kelurahan. 






Dari penjelasan rumusan masalah kedua di atas terkait tentang aktifitas kerja 
pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar, terdapat ketetapan uraian 
kerja yang disusun oleh peraturan Walikota Makassar No 115 tahun 2016, tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja Kelurahan. 
Adapun aktivitas rutin pegawai yang diadakan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari 
Senin pukul: 7.30 WITA, pegawai melakukan upacara di kecamatan.  Setelah selesai 
upacara, para pegawai kembali ke kantor untuk melayani masyarakat. Kemudian pada 
hari Selasa-Jum’at, para pegawai masuk kantor pukul: 08.00 WITA mereka  melayani 
masyarakat sesuai dengan keperluan masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan 
Tamangapa sera berdasarkan kegiatan tugas jabatan yang telah tertera dalam SKP. 
Untuk kasus Hadaya aktivitas kerja yang dilakukannya yaitu sebagai berikut:  
a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan; 
b. Menyiapkan bahan pengelolaan jaringan dan pemberdayaan RT/RW; 
c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban   serta 
kemasyarakatan; 
d. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya 
yang ada diwilayah kelurahan; 
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
Demikian uraian aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa dalam hal 




Kesimpulan dari kedua rumusan masalah di atas, Manajemen penilaian kinerja 
Kantor Lurah Tamangapa Kassi kota Makassar dalam melaksanakan penilaian kinerja 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 
Penilaian kinerja pegawai di Kantor Lurah dalam bentuk formulir yang diisi sendiri 
tiap pegawai negeri sipil sesuai dengan penjelasan dalam panduan penyusunan dan 
penilaian sasaran kinerja pegawai negeri sipil,  dari  hasil penilaian kinerja pegawai 
Kantor Lurah tamangapa Kassi Kota Makassar rata-rata menghasilkam nilai 85 yang 
berarti dalam kriteria baik. Dari aktivitas kerja pegawainya adanya ketetapan uraian 
kerja yang disusun oleh peraturan Walikota Makassar No 115 tahun 2016, tentang  







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab 
sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil 
mengenai manajemen penilaian kinerja  PNS Kantor Lurah Tamangapa.  
1. Manajemen yang diterapkan Kantor Lurah Tamangapa dalam melaksanakan 
penilaian kinerja meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, 
dan evaluasi. Perencanaan meliputi penyusunan program, waktu yang dibutuhkan, 
biaya yang harus dikeluarkan, aspek kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan, 
kesemuanya dituangkan dalam formulir SKP yang telah dibuat sendiri oleh pegawai, 
yang menduduki jabatan berdasarkan panduan penyusunan SKP yang telah dibuat 
oleh pemerintah dalam hal ini di Kantor Walikota. Pelaksanaann yaitu menjalankan  
jadwal program-program yang telah disusun dalam perencanaan. Pengawasan yaitu 
melihat atau meninjau langsung ke lapangan dalam proses pelaksanaan kegiatan atau 
turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi 
adalah tahapan manajemen yang didalamnya dilakukan penilaian kinerja pegawai 
berdasarkan SKP. Kemudian hasilnya digunakan sebagai pertimbangan untuk 
pengembangan karir PNS.   
2. Aktivitas kerja pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar, 
keseluruhan telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No 115 Tahun 2016 
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Kelurahan. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan hanya menjalankan tugas 
kegiatan kerja yang telah diterjemahkan dalam program-program atau kegiatan rutin, 
sehingga aktivitas kerja mereka berdasarkan perencanaan yang telah mereka susun 
sendiri dalam SKP.    
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Manajemen yang telah diterapkan Kantor Lurah Tamangapa sebisa mungkin 
dimaksimalkan walaupun SDM mereka belum memadai. Hal tersebut dilakukan agar 
pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal.  
2. Sebaiknya Kantor Lurah Tamangapa lebih baik kinerja pegawainya agar 
target yang telah ditetapkan dapat dicapai. 
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1. Sejarah berdirinya Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
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6. Apakah kinerja pegawai berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, 
partisipatif, dan transparan? 
7. Bagaimana meningkatkan atau memperbaiki kinerja pegawai Kantor Lurah 
Tamangapa Kassi Kota Makassar? 
C. Bagaimana Aktivitas Kerja Pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar? 
1. Bagaimana Uraian atau deskripsi pekerja masing-masing pegawai di Kantor 
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5. Bagaimana perencanaan dan pengembangan Pegawai (Karir atau Mutasi) Kantor 
Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar? 
6. Bagaimana jabatan-jabatan yang ada di Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar? 
7. Bagaimana kerja sama dengan pemimpin dan pegawai, kerja sama dengan antar 
pegawai, dan kerja sama pegawai dengan honorer di Kantor Lurah Tamangapa 
Kassi Kota Makassar? 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 



















Gambar 1 Wawancara dengan Lurah Tamangapa Kassi Kota Makassar 
(Abd. Rasyid. R, SE) 
Gambar 2 Wawancara dengan KASI Pemerintah, Pengelolaan Jaringan 









Gambar 3 Wawancara dengan Sekretaris Lurah Tamangapa Kassi Kota 
Makassar (Hajriyah Dachlan Saleh, SE) 
Gambar 4 Wawancara dengan KASI Perekonomian, Pembangunan, Sosial 
dan Penerapan Gerakan Sentuh Hati  
(Rahmah, SE) 
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